
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

1. ten tang 
Dalam 

Nomor 13 Tahun 1950 
Daerah-daerah Ka bu paten 

Mengingat 

.. 
t6> 

BUPATI WONOSOBO, 
a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden 

Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk Usaha 
Mikro dan Kecil, Pelaksana Izin U saha Mikro dan Kecil 
adalah Camat yang mendapatkan pendelegasian 
kewenangan dari Bupati/ Walikota; 

b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati 
Nomor 32 Tahun 2014 sudah tidak sesuai dengan 
perkembangan kebutuhan pelayanan pemerintahan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut 
pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati tentang 
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati 
Kepada Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan; 
U ndang-U ndang 
Pembentukan 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2014 
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 

DARI BUPATI KEPADA CAMAT 
DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO 
NOMOR ~~ TAHUN 2015 

BUPATI WONOSOBO 
PROVINS! JAWA TENGAH 

,, 

~ I ~ - .......... _~ 



Kecamatan; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil; 
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten 
Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo 
Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Wonosobo Nomor 7); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 
2014 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah 
Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten 
Wonosobo Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4); 

.. . 
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Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 
Pelayanan Administrasi Terpadu 

11. 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4826); 

9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang 
Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu; 
Peraturan Menteri 
tentang Pedoman 

. ·-_j 



Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo. 
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo. 
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah. 
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan 

pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan 
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari 
Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan 
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD 
adalah perangkat daerah pada pemerintah Daerah. 

7. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan yang selanjutnya disingkat 
PATEN adalah penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kecamatan dari 
tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam suatu 
tern pat. 

8. Urusan Pemerintahan Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang 
menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/ a tau susunan 
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut 
yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, 
memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat. 

9. Izin U saha Mikro dan Kecil adalah tanda legalitas kepada seseorang 
atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu dalam bentuk izin mikro dan 
kecil dalam bentuk satu lembar. 

PasalI 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 32 Tahun 2014 
tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dari Bupati Kepada 
Camat Dalam Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Berita Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2014 Nomor 32) diubah sebagai berikut: 
1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 9 sehingga 

keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

PERATURAN BUPATI WONOSOBO NOMOR 32 TAHUN 2014 
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN 
DARI BUPATI KEPADA CAMAT DALAM PELAYANAN 
ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN. 

ATAS PERUBAHAN TENT ANG BUPATI PERATURAN Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

15. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 16 Tahun 2009 
tentang Tugas Dan Wewenang Camat (Berita Daerah 
Kabupaten Wonosobo Tahun 2009 Nomor 16); 



BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2015 NOMOR gy 

EKO SUTRISNO WIBOWO 

KABUPA~OBO, 

SEKRETARIS DAERAH 

Diundangkan di Wonosobo (' 
pada tanggal 8 J /)eJf 111 h fA ee Is 

Pj. BUPATI WONOSOBO, 

SAT~AT 

Ditetapkan di Wonosobo 
pada tanggal 31 /Jw111)) £YJ ~ I s 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo. 

Pasal 3 
Pelayanan penzman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
meliputi: 
a. Izin Mendirikan Bangunan, untuk nilai bangunan dibawah 

Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan jumlah lantai paling 
banyak 2 (dua) lantai; 

b. Dihapus; 
c. Dihapus; 
d. Dihapus; 
e. Izin Pemasangan Reklame untuk kategori pemasangan di atas toko atau 

halaman/pekarangan dengan ukuran paling banyak 6m2 (enam meter 
persegi),spanduk/layar /umbul-umbul/poster /sticker/ selebaran dengan 
lokasi satu kecamatan; 

f. Dihapus; 
g. Rekomendasi Izin Perhelatan; 
h. Rekomendasi Izin Hiburan; dan 
1. Izin Usaha Mikro dan Kecil. 

2. Ketentuan Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dihapus, serta 
ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf i sehingga keseluruhan Pasal 3 
berbunyi sebagai berikut : 


